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Universitas Terbuka

ABSTRACT

This research to know execution effectiveness of observation duty done by
Inspektorat Kabupaten Bulungan as organization of government internal control.
Operationally, organization effectiveness Inspektorat Kabupaten Bulungan measured
from productivity dimension, ability adapts to and job satisfaction. '

To extract the required information, the method used is descriptive qualitative
research method by combining the analysis of secondary data and in-depth interviews.
Furthermore, the data is described and described, the test is done through an
argumentative explanation that contains the logical process of reasoning and
interpretation.

Based on the results of research and analysis it can be concluded that the
implementation of supervision in the Inspectorate Bulungan District of dimensions of
productivity, ability to adjust and job satisfaction. Can be said 2 dimensions are quite
effective ie the dimensions of productivity and job satisfaction, while the dimension of
adaptive ability has been effective.

Therefore, to increase the effectiveness of the Inspectorate's organization, it is
suggested to apply a real, open and honest appraisal appraisal system, to apply the
system of reward-punishment, to utilize the optimal examination standard and to set
the standard of completion of the follow-up of inspection result, to intervene on the
procurement of the employees especially PFA, placing PFAs according to the
qualifications and specialization of their field of work, and improving the bilateral two-
way commmunication between members of the organization.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tugas
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagai organisasi
pengawasan intemal pemerintah. Secara operasional, efektivitas organisasi Inspektorat
Kabupaten Bulungan diukur dari dimensi produktivitas, kemampuan menyesuaikan
diri dan kepuasan kerja.

Untuk menggali informasi yang dibutuhkan, maka metode yang digunakan
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengkombinasikan analisis data
sekunder dan wawancara mendalam. Selanjutnya data dijelaskan dan dipaparkan,
pengujiannya dilakukan melalui penjelasan argumentatif yang memuat proses
penalaran dan penafsiran logis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bulungan dari dimensi
produktivitas, kemampuan menyesuaikan diri dan kepuasan kerja. Dapat dikatakan
2 dimensi sudah cukup efektif yaitu dimensi produktivitas dan kepuasan kerja,
sedangkan dimensi kemampuan menyesuaikan diri sudah efektif.

Oleh karena itu untuk peningkatan efektivitas organisasi Inspektorat,
disarankan agar menerapkan sistem penilaian prestasi pegawai secara nyata, terbuka
dan jujur, menerapkan sistem pemberian imbalan-hukuman, memanfaatkan standar
pemeriksazan secara optimal dan menetapkan standar baku penyelesaian tindaklanjut
hasil pemeriksaan, melakukan intervensi terhadap pengadaan pegawai terutama PFA,
menempatkan PFA sesuai kualifikasi dan spesialisasi bidang tugasnya, serta
meningkatkan jalinan komunikasi dua arah diantara anggota-anggota organisasi.

Kata Kunci: Organisasi, Pengawasan, Efektivitas
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BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Bulungan.
Inspektorat Kabupaten Bulungan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati

Bulungan Nomor 35 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan. Yang mempunyai tugas pokok
membantu Bupati Bulungan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanakan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembatuan oleh

perangkat daerah.

Penataan kembali organisasi Inspektorat dilatarbelakangi dengan landasan
pemikiran bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan mempunyai arti dan peranan
yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut disebabkan karena pengawasan
pada hakekatnya mempakan penilaian kinerja dan pelaksanaan tugas suatu
organisasi perangkat daerah sesvai dengan ukuran kriteria yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan good governance. Dengan dilaksanakannya penataan kembali
organisasi Inspektorat, diharapkan dapat diintensifkan fungsi kontrol internal
perangkat daerah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga akan terwujud

pelaksanaan tugas perangkat daerah secara ideal.

Penataan kembali Inspektorat untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi

Inspektorat, antara lain :

1. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas publik pelaksanaan

tugas dan fungsi organisasi;
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2. Meningkatnya komitmen, konsistensi dan tanggungjawab profesional
serta sosial aparat pengawas fungsional dalam melaksanakan tugas,
jabatan dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;

3. Menata kembali organisasi dengan memperjelas dan mempertegas visi,
misi, tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal;

4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan dan
memberdayakan aparat pengawas fungsional;

5. Mewujudkan kemandirian lembaga pengawas, sehingga dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa intervensi dari

lembaga lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 tersebut, Inspektorat
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pengawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fingsi
perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan,;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
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6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan terdiri dari:

L.

2.

Inspektur
Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Evalusi dan Pelaporan; dan

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi Kelompok Jabatan

fungsional.

Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional.

. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional.

Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional.

Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan dapat dilihat

dalam gambar 4.1 berikut:
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BAGAN STURUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN || EVALUASIDAN || ‘uuun pan
DAN KEUANGAR PELAPORAN KEPEGAWAIAN]
r r ¥y v
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
FPEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU
WILAYAH 1 WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV
h l L v
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FURGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Bulungan

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Bulungan sebagai berikut:

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan

koordinasi dan pelayanan teknis dan administratif kepada selurub satuan

organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi mengkoordinasikan

tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, evaluasi dan
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pelaporan, ketatausabaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan

administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat

menyelenggarakan fingsi:

a.

pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Kegiatan serta
pelaksanaan kegiatgn Inspektorat;

penyusunan perencanaan program, keuangan pengendalian serta evaluasi
dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;

penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum, perlengkapan,
rumah tangga dan administrasi kepegawaian Inspektorat;

penghimpun dan pengelola laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, tindak
lanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta
menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan;

penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan teknis
pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil
pemeriksaan serta penanganan audit investigasi pengaduan masyarakat;
penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, penilaian
aparat administratif dan fungsional; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Inspektur sesuai denngan tugas

dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yang masing-masing memiliki tugas

sebagat berikut:

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Kevangan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan  administrasi

perencanaan program dan kegiatan tahunan, mengelola urusan keuangan
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dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Evalvasi dan Pelaporan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi evaluasi
dan pelaporan hasil pengawasan atau pemeriksaan meliputi laporan
bulanan, tengah tahunan dan tahunan, mengevaluasi laporan kinerja
Perangkat Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengelola surat
menyurat dan kearsipan, melaksanakan inventarisasi barang dan kekayaan,
rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan fugas umum
lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Inspektur dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan,

pembinaan serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan

kelurahan/desa di wilayah L

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan -

fungsi:

a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah I;

b. penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah I;
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. pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/

pemeriksaan di wilayah I;

. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

. penyelenggaraan pemerintah desa;

reviu rencana kerja anggaran;

. reviu laporan kevangan;

reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

evaluasi sistem pengendalian internal;

pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
pemeriksaan terpadu;

mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean

goverment dan pelayanan publik;

. penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang pengawasan,;
. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
. koordinasi program pengawasan,

. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat

pengawas atau pemeriksa (auditor/P2UPD), sesuai bidang tugasnya serta

menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;
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u. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor dan
P2UPD; dan

v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan
fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Inspektur dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan,

pembinaan serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

pelaksanaan penyelengparaan pemerintahan daerah, kecamatan dan

kelurahan/desa di wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah II;

b. penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah IT;

c. pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah IT;

d. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

€. penyelenggaraan pemerintah desa;

f. reviu rencana kerja anggaran;

g. reviu laporan keuangan;

b. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah; .

i. evaluasi sistem pengendalian internal;

j. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
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k. pemeriksaan terpadu;

I mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi:

m. pengawasan da]am. rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanan publik;

0. penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang pengawasan;

0. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;

p. koordinasi program pengawasan;

q. pemeriksaan hibalybantuan sosial;

r. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

t. meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat
pengawas atau pemeriksa (auditor/P2UPD), sesuai bidang tugasnya serta
menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;

u. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor dan
P2UPD; dan

v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan
fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah 1T, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Inspektur dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan,

pembinaan serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan

kelurahan/desa di wilayah III.

Dalam melaksanakar tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III

menyelenggarakan fungsi:
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. penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/

pemeriksaan di wilayah III;

. penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah III;

. pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/

pemeriksaan di wilayah III;

. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

. penyelenggaraan pemerintah desa;

reviu rencana kerja anggaran;

. Teviu laporan keuangan;

. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

evaluasi sistem pengendalian internal;

pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

. pemeriksaan terpadu;

mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean

goverment dan pelayanan publik;

. penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang pengawasan;
. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
. koordinasi program pengawasan;

. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
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meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat
pengawas atau pemeriksa (auditor/P2UPD), sesuai bidang tugasnya serta
menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;

pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor dan
P2UPD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan

fungsinya.

e Inspektur Pembantu Wilayah IV, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Inspektur dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan,

pembinaan serta melaksanakan pengawasan den pemeriksaan terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan

kelurahan/desa di wilayah 1V.

Dalam  melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah IV

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah IV,

penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah I'V;
pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah IV;

pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

penyelenggaraan pemerintah desa;

reviu rencana kerja anggaran,;

reviu laporan keuangan;
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h. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

i. evaluasi sistem pengendalian internal,

J.  pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

k. pemeriksaan terpadu;

. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

m. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good govemnance, clean
goverment dan pelayanan publik;

n. penyusunan peraturan perundangan —undangan bidang pengawasan;

0. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;

p. koordinasi program pengawasan;

q. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

1. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

s. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

t. meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat
pengawas atau pemeriksa (auditor/P2UPD), sesuai bidang tugasnya serta
menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;

u. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor dan
P2UPD; dan

v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan
fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsiopal dibentuk untuk melaksanakan fungsi

pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan

Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
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keterampilannya. Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,

B. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Bulungan

berjumlah 39 orang adalah sebagai berikut:

—

Pejabat Struktural, berjumlah 8 orang.

b

Pejabat Fungsional Auditor, berjumlah 12 orang.

3. Staf Analis Pengawas, berjumlah 1 orang.

4. Staf Sekretariat, berjumlah 11 orang.

5. Honorer, berjumliah 7 orang,

Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Bulungan
menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat dari tabel 4.1. sedangkan menurut
pangkat/ golongan ruang dalam tabel 4.2,

Tabel 4.1

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2017

No. Pendidikan Jumiah %
1 | SMP 1 3
2 |SMA 7 21
3 | Sarjana Muda/D-3 1 3
4 | Sarjana/ S-1 18 55
5 | Pasca Sarjana/ S-2 6 18

Jumlah 33 100

Sumber: data Kepegawaian Inspektorat tahun 2017
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Sebagaimana terlihat pada tabel 4.1, mengenai komposisi tingkat
pendidikan Aparatur Sipil Negeri di Inspektorat, maka dapat diketahui bahwa
komposisi terbesar untuk tingkat pendidikan adalah Sarjana (S-1) sebanyak 18
orang atau 55% dari total ASN yang ada di Inspektorat berjumlah 33 orang dan
terkecil adalah tingkat pendidikan SMP dan Sarjana Muda/ D-3 hanya seorang
PNS atau 3% dari total PNS di Inspektorat Kabupaten Bulungan.

Dari 18 orang berlatar pendidikan sarjana terscbut, memiliki kuvalifikasi

pendidikan yang berbeda-beda dan bervariasi seperti Sarjana Sosial, Sarjana

Ekonomi, Sarjana Kehutanan, Sarjana Akuntansi, Sarjana Teknik.

Tabel 4.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menurut Pangkat/ Golongan Ruang tahun 2017

No. Golongan Jumlah %

1 |Ifec 1 3

2 |Ilfa 0 0

3 |1 1 3

4 |Il/e 2 6

5 |II/d 3 9

6 |Il/a 3 9
7 |I/b 13 39

8 |/ 3 9

9 |II/d 2 6

10 |IV/a 1 3

11 [IVh 3 9

12 [ IV/c 1 3
Jumlah 33 100

Sumber: data Kepegawaian Inspektorat tahun 2017
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Pada tabel 4.2 komposisi ASN menurut Pangkat/ Golongan Ruang tahun
2017, Golongan ITI/b merupakan komposisi terbesar yaitu sebanyak 13 orang atau
sebesar 39%.

Adapun unfuk jabatan struktural dan fungsional di Inspektorat Kabupaten

Bulungan, sebagaimana terlihat dari tabel 4.3 dan 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.3
Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Bulungan
No. Jabatan Jumlah Keterangan
1 | Inspektur 1 Esselon II/b
2 | Sekretaris 1 Esselon I1l/a
3 | Inspektur Pembantu 4 Esselon 1ll/a
4 | Kepala Sub Bagian 3 Esselon IV/a
Jumlah 9

Sumber: data Kepegawaian Inspektorat tahun 2017

Berkaitan dengan komposisi jabatan struktural di Inspektorat Kabupaten
Bulungan, sebagaimana terlihat dari tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah pejabat
struktural di Inspektorat sebanyak 9 orang, dan semua jabatan sutrktural pada

Inspektorat Kabupaten Bulungan sudah terpenuhi.

Tabel 4.4
Komposisi Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Bulungan
No. Jabatan Jumlah Keterangan
1 | Auditor Ahli Muda 4 Ketua Tim
2 | Auditor Ahli Pertama 8 Anggota Tim
Jumlah 12

Sumber: data Kepegawaian Inspektorat tahun 2017
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Sedangkan bagi pejabat fungsional auditor sesuai tabel 4.4 dari kuantitas
masih perlu adanya penambahan pejabat fungsional auditor dengan kualifikasi

pendidikan yang harus disesuaikan dengan bidang tugasnya.

C. Dukungan Anggaran
Sebagai lembaga teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan

di Kabupaten Bulungan, Inspektorat Kabupaten Bulungan dari tahun ketahun
mendapatkan dukungan anggaran yang cukup memadai. Dimana sumber dana
yang dikelola berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bulungan.

Anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan disamping
untuk membiayai belanja /gaji pegawai, juga untuk menunjang kelancaran
kegiatan pengawasan, antara lain berupa : Penyusunan PKPT, penyusunan dan
pengelolaan LHP, pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,
pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan serta kegiatan
lainnya.

Rencana dan realisasi anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten

Bulungan tahun 2015, 2016 dan 2017, dapat dilihat dari tabel 4.5
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Tabel 4.5
Rencana dan Realisasi Anggaran yang dikelola
Inspektorat Kabupaten Bulungan tahun 2015-2017
No Tahun Jumlah Anggaran
Rencana Realisasi %

(Rp) (Rp)
1 2015 17.483.513.933,- 11.450.102.808,- | 65,49
2 2016 13.833.547.980,- 11.450.941.118,- | 82,77
3 2017 11.664.550.067 - 4.465.201.378,- | 3828

(sampai Juni 2017)

Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan

2o Pada tabel 4.5 realisasi anggaran pada tahun 2015 sebésar
Rp. 11.450.102.808,- atau 65,49% dikarenakan terjadi perubahan satandarisasi
kevangan yang mengikuti standarisasi nasional. Akan tetapi realisasi fisik

melebihi realisasi keuangan.

D. Objek Pemeriksaan )
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ) yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, Sekretariat
DPRD, Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah, RSUD, Kecamatan, Kelurahan/
Desa menjadi objek pemeriksaan operasional yang bersifat reguler sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) Inspektorat Kabupaten Bulungan,
yang secara keseluruhan befjumlah 124 objek pemeriksaan. Dimana masih
ditambah lagi dengan kasus-kasus berupa laporan dari masyarakat maupun
kelompok masyarakat lainnya yang harus diperiksa dan sekaligus menjadi
prioritas. Disamping itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pelaksanaan

proyek/ pembangunan di seluruh SKPD setiap tahunnya.
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Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa cakupan pengawasan
bertambah banyak dan luas serta kompleks sedangkan tim audit pada Inspektorat
Kabupaten Bulungan berjumlah 4 tim, dimana masing-masing tim dalam 1 bulan
memeriksa rata-rata 2 objek pemeriksaan, sehingga dalam 1 tahun jumlah objek
yang diperiksa maksimal berjumlah 74 objek dengan hari pemeriksaan berjumlah
10-14 hari. Idealnya setiap objek pemeriksaan diperiksa minimal sekali dalam
setabun, namun karena keterbatasan jumlah tim audit dan jumlah hari
pemeriksaan, tidak memungkinkan untuk dapat menjangkau seluruh objek
pemeriksaan sebagaimana yang diharapkan.

E. Efektivitas Organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab III mengenai konsep
efektivitas organisasi yang didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan
dan bukan hanya keadaan akhir dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Melalui pelaksanaan kegiatan atau fungsi-fungsi oleh organisasi dengan
menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber daya yang ada pada
organisasi tersebut, namun juga menekankan pada interaksi diantara komponen-
komponen pokok dalam organisasi yang berhubungan dengan efektivitas serta
bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh organisasi guna mencapai tujuannya.
Maka dalam penelitian ini secara operasional, efektivitas organisasi Inspektorat
Kabupaten Bulungan diukur dari dimensi produktivitas, kemampuan

menyesuaikan diri dan kepuasan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara dengan
informan, tentang efektivitas organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan dapat

diketahui dari uraian-uraian berikut.
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1. Produktivitas

Produktivitas, dalam organisasi profit merupakan ratio antara masukan dan
keluaran, sedangkan dalam organisasi publik produktivitas didefinisikan sebagai
sejauh mana target yang ditetapkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan
baik atau sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi sehingga
dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, produktivitas organisasi Inspektorat Kabupaten
Bulungan diamati melalui rencana dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan reguler
sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Produktivitas juga diamati
melalui jumlah objek terperiksa dan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
terbit serta penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Selain itu juga
diamati melalui target waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan pemeriksaan
sampai dengan LHP terbit dan sampai kepada penyelesaian TLHP.

Inspektorat Kabupaten Bulungan, dalam setiap tahunnya selalu melakukan
kegiatan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Sebagaimana
yang dikemukakan oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat
Kabupaten Bulungan dalam wawancara tanggal 17 juli 2017 bahwa :

"PKPT tersebut digunakan sebagai pedoman penentuan objek pemeriksaan

dan penetapan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan

pemeriksaan, dalam menentukan objek pemeriksaan Inspektorat

Kabupaten Bulungan terlebih dahulu menentukan objek pemeriksaan yang

memiliki nilai strategis dan potensial. Karena dengan keterbatasan tim

yang ada di Inspektorat Kabupaten Bulungan bejumlah 4 tim tersebut,
tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap
seluruh objek pemeriksaan di Kabupaten Bulungan.”

Adapun rencana dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan regular sesuai

PKPT dapat dilihat dart tabel 4.6 berikut:
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Tabel 4.6
Rencana dan Realisasi Objek Pemeriksaan Reguler (PKPT)
Tahun 2015-2017

No Tahun PKPT
Rencana | Realisasi %

1 2015 74 59 79,72

2 2016 72 66 91,66

3 2017 (sd 51 22 43,13

Juni 2017)
Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan
(data diolah)

Berkaitan dengan rencana dan realisasi LHP terbit pada tahun 2015, 2016,
dan 2017 (sampai dengan akhir Juni 2017) untuk pemeriksaan regular sesuai
dengan PKPT dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Rencana dan realisasi LHP terbit Pemeriksaan Regular (PKPT)
tahun 2015-2017

No Tahun PKPT
Rencana | Realisasi %
1 2015 59 59 100
2 2016 66 66 100
3 2017 (s.d 51 22 43,13
Juni 2017)

Sumber: Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan (data
diolah)

‘Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan berkisar
antara 10 sampai 14 hari kerja, tergantung banyaknya kegiatan dan jumlah
anggaran yang dikelola oleh OPD. Sebagaimana yang disampaikan oleh
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dalam wawancara tanggal 17 Juli 2017

berikut:
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"pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh tim pemeriksa membutubkan
waktu sekitar 10 sampai 14 hari kerja tergantung dari jumlah kegiatan dan
anggaran yang dikelola oleh OPD. Apabila objek mengelola anggaran
dengan jumlah kegiatan sedikit, maka waktu pemeriksaan ditentukan 10
hari, namun apabila anggaran yang dikelola banyak dan kegiatannya juga
banyak maka waktu yang ditentukan 14 hari. Namun tidak menutup
kemungkinan tejadi perpanjangan wakin pemeriksaan apabila di lapangan
ditemukan hal-bal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan
memerlukan penajaman terhadap suatu masalah yang ditemukan di objek
pemeriksaan."

Sedangkan mengenai penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
idealnya terbit 1 bulan setelah surat tugas berakhir atau pada saat terbit surat
tugas berikutnya bagi tim pemeriksa, maka tim harus sudah menyelesaikan
konsep Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan menyerahkan konsep LHP
kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan. Kasubbag Evaluasi dan
Pelaporan memperkuat hal tersebut melalui komentamya pada saat wawancara
tanggal 17 juli 2017 sebagai berikut :

"setiap tim pemeriksa pada saat surat tugas berikutnya diterbitkan, harus

sudah menyelesaikan P2HP dan menyerahkan konsep LHP kepada

pimpinan. Karena idealnya LHP terbit 1 bulan setelah surat tugas berakhir,
sehingga diharapkan temuan yang tercantum dalam LHP dapat segera
ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan ..."

Berdasarkan pengamatan terhadap data-data sekunder berupa rekapitulasi
hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, diketahui bahwa adanya keterlambatan

penerbitan LHP, dapat dilihat dari tabel 4.8 berikut.
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Tabel 4.8
Penerbitan LHP Inspektorat Kabupaten Bulungan
Tahun 2015-2017

No Tahun Penerbitan LHP % Keterlambatan
Tepat | Terlambat | Jumlah
Waktu
1 2015 56 3 59 94 91
2 2016 62 4 66 93,93
3 2017 (sd 20 2 22 90,90
Juni 2017)

Sumber : Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan (data

diolah)

Berkenaan dengan keterlambatan penerbitan LHP tersebut, dari informan

dan informan kunci yang diwawancarai oleh penulis, mereka mengakui hal

tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan kunci

dalam wawancara tanggal 17 juni 2017 yang mengatakan :

"memang benar kalau selama ini, penerbitan LHP seringkali terlambat dan
tidak sesuai dengan target wakiu yang telah ditetapkan yaitu sebulan
setelah surat tugas berakhir LHP harus sudah selesai dan bisa terbit. Ini
yang menjadi masalah yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan baik
oleh tim maupun oleh manajemen Inspektorat, karena begitu 1 LHP
terlambat diselesaikan oleh tim, akan terjadi keterlambatan berikutnya ...."

Namun demikian, ketika penulis melakukan konfirmasi dengan Inspektur

Inspektorat selaku pimpinan, beliau mengatakan bahwa :

"va memang LHP terlambat diterbitkan itu kadang-kadang tejadi, namun
hal itu hanya bersifat kasuistis, secara umum penerbitan LHP maupun
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan masih cukup bagus dan
dalam batas toleransi ...." (wawancara tanggal 18 juni 2017)

Dari hasil wawancara dengan beberapa infoman dan informan kunci

diketahui bahwa penyebab keterlambatan penyelesaian LHP bermacam-macam,

yaitu karena :

1. Kemampuan masing-masing personil (SDM) dalam tim pemeriksa yang tidak

merata dan bervariasi;
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2. Keterlambatan terbitnya surat tugas atau surat tugas terbit bersamaan
waktunya dengan waktu penugasan/ pemeriksaan sehingga tim tidak bisa
mempersiapkan langkah kerja secara maksimal;

3. Objek pemeriksaan yang kurang kooperatif, dimana pada saat pemeriksaan
objek belum menyiapkan data-data yang diperlukan oleh tim. Selain itu, pada
saat Pokoic—Pokok Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada objek pemeriksaan,
tanggapan terbadap P2HP tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati
bersama oleh tim dan objek pemeriksaan;

4. Jumlah objek pemeriksaan yang tidak seimbang (tidak proporsional) dengan
jumlah auditor (pemeriksa), sehingga terjadi penugasan secara terus-menerus
kepada tim dengan waktu yang relatif singkat yang menimbulkan pelaksanaan
tugas pengawasan menjadi menumpuk.

Produktivitas Inspektorat Kabupaten Bulungan juga dilihat menurut
Jumlah temuan/ kejadian, nilai kerugian daerah, kerugian negara serta kewajiban
setor ke kas daerah maupun kas negara yang telah selesai ditindaklanjuti.
Sebagaimana tabel 4.9 berikut menyajikan data berupa rekapitulasi penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh objek pemeriksaan berdasarkan
jumlah kejadian atau temuan dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2015-2017 (sampai

dengan Juni 2017).
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Tabel 4.9
Rekapitulasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Berdasarkan Jumlah Temuan Tahun 2015-2017
No Uraian Tahun
2015 2016 2017
Tumlah Nilai (Rp) Jumizh Nilai (Rp) Tumish | Nilai (Rp)
1 | Temuan 82 | 2.066.274.645,66 | 119 | 2.518.867.49951 | 12 | 50.269.998.54
2 | Tindak lanjut 41 753.749.966,78 | 36 749.185.095,00 3 8.468.849,87
selesai/ tuntas
3 | Tindak lanjut 20 37130570127 | 25 828.129.387,42 1 4.133.818,18
schagian/
dalam proses
4 | Temvanbelum | 21 94121897761 | 58 941.553.017,09 3 37.649.330,49
ditindaldanjuti
Sumber : Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan (data
diolah)

Berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) oleh objek pemeriksaan, salah seorang informan kunci
dalam wawancara tanggal 17 juli 2017 mengatakan bahwa:

"penyelesaian tindaklanjut yang tidak sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan seringkali terjadi terutama berkaitan dengan temuan yang

bersifat material yaitu temuan yang bersifat merugikan keunangan daerah
atau negara serta adanya kewajiban setor ke kas daerah dan negara”

Sedangkan informan lain dalam wawancara tanggal 17 juli 2017 berkaitan
dengan keterlambatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
mengatakan:

"penyelesaian tindak lanjut oleh objek pemeriksaan seringkali terlambat

dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, terutama terhadap

temuan yang bersifat material maupun temuan yang berupa pemberian
sanksi kepada aparat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS.

Maupun Inspektur desa/ perangkat desa yang melakukan pelanggaran

terhadap aturan ..."

Mengenai penyebab tejadinya keterlambatan penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan, dari hasil wawancara dengan informan maupun informan
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kunci diketahui bahwa keterlambatan penyelesaian tindak lanjut tersebut
disebabkan oleh:

1. Keterlambatan penerbitan LHP.

2. Tidak adanya itikad baik dari objek pemeriksaan untuk menyelesaikan

ﬁndaﬂmjut hasil pemeriksaan meskipun dalam penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan yang berifat material dilakukan secara bertahap dan

diangsur, namun seringkali objek pemeriksaan tidak menepati perjanjian dan

kesepakatan yang telah dibuat dengan pemeriksa.

3. Kurangnya pemahaman objek pemeriksaan mengenai penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan.

4. Adanya perubahan OPD dan mutasi pegawai yang dikenakan kewajiban untuk

melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5. Tidak adanya aturan yang baku mengenai kewajiban penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan disertai pengenaan sanksi yang jelas dan tegas bagi

objek maupun personil yang melakukan pelanggaran terhadap penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, menunjukan bahwa produktivitas

organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan cukup memadai, dikarenakan masih
adanya keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan
penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Karena sesuai dengan |
tujuan pengawasan yaitu untuk memberikan masukan kepada objek yang diawasi
ke arah perbaikan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

2. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Lingkungan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman,

maka organisasi harus dapat berkembang ke arah kemajuan seswai dengan
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tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya harus mampu bertahan hidup
dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah tersebut. Karena itulah maka daya
tanggap organisasi dalam merespon setiap perubahan lingkungan yang tejadi baik
yang datang dari luar lingkungan organisasi maupun dari dalam organisasi sangat
diperlukan.

Saat ini organisasi telah dihadapkan pada situasi dan kondisi yang
menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang lingkungan
sekitamya. Lingkungan telah berubah, tidak ada lagi terminologi stabilitas dalam
lingkungan, yang terbentang luas saat ini hanyalah stabilitas yang bersifat semu
yang harus disikapi secara kritis oleh organisasi. Hal ini ditandai oleh semakin
cepatnya perkembangan teknologi, pergeseran kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat, serta adanya deregulasi peraturan perundang-perundangan maupun
kebijakan pemerintah, yang mendorong semakin ketatnya kompetisi. Organisasi
dituntut untuk semakin kritis dalam mensikapi fenomena-fenomena perubahan
lingkungan yang terjadi dewasa ini agar mampu bertahan hidup, melalui
perubahan cara pandang yang dimilikinya terhadap kondisi eksternal dan internal
yang ada. Sedemikian cepatnya perubahan yang tejadi pada lingkungan sering kali
menghadapkan organisasi pada pertanyaan-pertanyaan mengenai keputusan-
keputusan strategik apa saja yang dapat dibuat dan apakah sumber daya yang
harus dimiliki agar organisasi dapat selalu kompetitif.

Meningkatnya perhatian akan pentingnya peranan faktor lingkungan
tersebut didukung pula oleh berkembangnya pandangan bahwa organisasi
merupakan suatu sistem yang tferbuka. Sebagai sistem yang terbuka, setiap

organisasi mendapat masukan berupa informasi perkembangan teknologi, arah
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perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Organisasi juga memberikan keluaran
(output) untuk kepentingan lingkungannya baik berupa barang ataupun jasa
Terhadap keluaran tersebut, organisasi harus memberikan perhatian karena akan
memberikan akibat langsung bagi kegiatan evaluasi organisasi tersebut. Qleh
karena itulah diperlukan keluwesan yang tinggi guna mengantisipasi segala
perubahan lingkungan yang terjadi, agar organisasi itu tetap exist.

Sebagai salah satu ukuran bagi efektivitas suatu organisasi, maka
kemampuan menyesuaikan diri dalam penelitian ini diamati melalui daya tanggap
Inspektorat dalam memahami perubahan yang terjadi dilingkungannya melalui
perencanaan strategis yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan. Dengan
langkah-langkah strategis maka Inspektorat Kabupaten Bulungan dapat
memahami kelemahan dan kekuvatan yang dimiliki serta peluang maupun
tantangan yang dihadapi. Kelemahan dan kekuatan berada dalam lingkungan
internal sedangkan peluang dan tantangan berada di lingkungan ekesternal
organisasi. Selain melalui perencanaan strategis, kemampuan menyesuaikan diri
juga diamati melalui kemampuan mengoptimalkan segala sumber daya yang
dimiliki puna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

Inspektorat Kabupaten Bulungan pada tabun 2015 telah membuat
perencanaan strategis (Renstra) 5 tahunan yang disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Bulungan. Dalam perencanaan strategis tersebut,
ditetapkan visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh

Inspektorat untuk 5 tahun ke depan yaitu tahun 2015 - 2019.
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Berkaitan dengan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bulungan
tahun 2015-2019, Iuspektur Inspektorat Kabupaten Buluggan memberikan
pernyataan dalam wawancara tanggal 18 juli 2017 sebagai berikut ;

“Renstra Inspektorat Kabupaten Bulungan  akan menjadi acuan
penyelenggaraan kegiatan pengawasan guna mendukung pencapaian visi
dan misi Pemerintah Daerah, karena aspek pengawasan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keseluruhan manajemen pemerintah daerah
yang akan diimplementasikan sepenuhnya oleh seluruh jajaran aparatur
Inspektorat Kabupaten Bulungan. Diharapkan dengan adanya renstra ini
penyelenggaraan pengawasan akan berpengaruh positif terhadap
peningkatan kinerja lembaga pengawasan pada khususnya dan pemerintah
daerah pada umumnya . . ."

Senada dengan pernyataan Inspektur Inspektorat, salah seorang informan
kunci dalam wawancara tanggal 18 juli 2017 mengatakan :

"Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan tolok ukur penyelenggaraan
dan keberhasilan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bulungan. Keberhasilan
kegiatan pengawasan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian
visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Namun sebaliknya
kegagalan Renstra juga akan memberikan andil bagi tidak tercapainya visi
dan misi daerah sepenuhnya. Oleh karena itu, renstra harus
diimplementasikan kepada seluruh aparatur pengawasan secara
kelembagaan demi tercapainya visi dan misi organisasi."

Visi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Renstra
2015-2019 adalah "TERWUJUDNYA APARATUR INSPEKTORAT YANG
PROFESIONAL  DALAM  MENCIPTAKAN  PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB” yang
dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dibidang

pengawasan;

2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan Inspektorat

kepada SKPD;




3.

4.
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Meningkatkan fungsi pengawasan melekat dalam instansi Pemerintah
Kabupaten Bulungan;

Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.

Sedangkan nilai-nilai organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah :

1.

2.

3.

4.

Disiplin
Komitmen
Kreativitas

Kejujuran

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan

sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1.

Menciptakan aparatur pengawas Inspektorat yang professional dalam
melaksanakan tugas dan fungsi.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.
Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan sesuai dengan

kebutuhan.

Selain penetapan tujuan organisasi, Inspektorat juga menetapkan sasaran

yang hendak dicapai, berupa :

L.

2.

Terciptanya aparatur pengawas yang kompeten.
Terciptanya system administrasi yang berkualitas.
Terwujudnya system pembinaan dan pengawasan SAKIP yang efektif

Terwujudnya pelaksanaan APBD berbasis ABK.

Menurunya persentase temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
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6. Tercapainya pelayanan prima melalui transparansi penanganan

pengaduan masyarakat.

Selanjutnya Inspektorat menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai dan langkah-langkah strategis demi tercapainya tujuan dan sasaran

tersebut. Langkah-langkah strategis dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta

kegiatan, yang terlihat dalam tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10

Langkah-langkah Strategis Inspektorat Kabupaten Bulungan
Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi

No

Cara Mencapai Tujuan/ Sasaran

Kebijakan

Program

Kegiatan

Peningkatan
pengetahuan dan
keterampilan JFA

Pelatihan Pengawasan

Mengikutsertakan JFA
pada diklat teknis
Melaksanakan PKS

Pengingkatan efektifitas
kegiatan pemeriksaan

Penyusunan PKPT

Menentukan daftar
obrik yang potensial
dan strategis

Pemeriksaan sesuai
PKPT

Pemenieksaan reguler

Melakukan
pemeriksaan terhadap
seluruh  obritk  yang
terdapat dalam PKPT
Membuat P2HP
Membuat LHP

Pemeriksaan diluar
PKPT

Pemenksaan Khusus

Melakukan
pemeriksaan khusus
Melakukan reviu

Peningkatan Kinegja
SKPD

Evaluasi temuan hasil
pemeriksaan

Melakukan monitoraing
TLHP

Pemutakhiran data
temuan hasil
pemeriksaan
Mengadakan Rakorwas
Reviu LAKIP SKPD

Peningkatan sarana

prasarana pengawasan

Pengelolaan sarana dan
prasarana pengawasan

Pengadaan sarana dan
prasarana,  peralatan
dan perlengkapan
kantor

Pemeliharaan  sarana
dan prasarana kantor

Sumber: Subbag Perencanaan dan keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan
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Ukuran kemampuan menyesuaikan diri, selain diamati melalui
perencanaan strategis, juga diamati melalui kemampuan memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki secara optimal guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi,
adapun sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bulungan meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dan strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, demikian pula dalam bidang
pengawasan, masing-masing personil dituntut untuk memberikan kontribusi
secara proporsional dan bertanggungjawab.

Sumber daya manusia (personil) Inspektorat Kabupaten Bulungan
berjumlah 39 orang, dengan komposisi 32 orang PNS dan 7 tenaga honorer. Tabel
4.1 dan tabel 4.2, menunjukkan komposisi PNS di Inspektorat Kabupaten
Bulungan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan. Dalam komposisi PNS
berdasarkan golongan, prosentase terbesar adalah golongan I1I/b sebesar 39%, dan
terkecil golongan I/c, Il/b, IV/a,dan IV/c masing-masing sebesar 3%. Sedangkan
menurut tingkat Pendidikan terbesar Sarjana (S-1) dengan prosentase sebesar 55%
dan terkecil SMP dan Sarjana Muda/D-3 masing-masing sebesar 3%.

Sedangkan berdasarkan jabatan, persomil Inspektorat yang menduduki
jabatan berjumlah 27 orang, terdiri dari :

a. Pejabat struktural, 9 orang
b. Pejabat fungsional auditor 12 orang

Berkenaan dengan keadaan personil di Inspektorat Kabupaten Bulungan,

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam wawancara tanggal 18 juli

2017, menyatakan :
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“keadaan personil di Inspektorat Kabupaten Bulungan sangat terbatas, baik
. dari kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut merupakan kelemahan
yang dapat menghambat serta menyulitkan pencapaian tujuan organisasi

Inspektorat. Apalagi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan,

dengan jumlah objek pemeriksaan yang demikian banyak yaitu berjumlah

124 obrik, tidak memungkinkan bagi Inspektorat untuk melakukan

pemeriksaan ke seluruh obrik dengan tenaga pemeriksa yang sangat

terbatas ..."

Personil di Inspektorat Kabupaten Bulungan yang melakukan tugas
pemeriksaan berjumlah 19 orang, terdiri dari 4 Inspektrur Pembantu, 12 Pejabat
Fungsional Auditor (PFA) dan 1 orang Analis Pengawas. Ke 12 orang PFA
tersebut sudah mengiknti diklat teknis fungsional auditor dan telah lulus ujian
sertifikasi yang diadakan oleh Pusbin JFA BPKP. Sedangkan 1 orang lainnya
sedang dalam proses pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Dengan keterbatasan personil yang melakukan kegiatan pemeriksaan, baik
dari segi kuantitas maupun kualitas, Inspektorat Kabupaten Bulungan telah
berusaha semaksimal mungkin dalam memanfaatkan personil yang ada, hal
tersebut dibuktikan dari adanya kegiatan penentuan daftar objek pemeriksaan
yang memiliki nilai strategis dan potensial serta disusunnya Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT). Disamping itu juga dilihat dari adanya pembagian
personil yang melakukan kegiatan pemeriksaan menjadi 4 tim pemeriksa, dimana
dalam 1 bulan rata-rata melakukan pemeriksaan terhadap 2-3 objek dengan hari
pemeriksaan berjumlah 10 sampai 14 hari pemeriksaan. Sehingga dalam 1 tahun,
maksimal jumlah objek yang diperiksa sebanyak 2 objek. Apabila dibandingkan
dengan jumlah keseluruhan objek pemeriksaan sebanyak 124 objek, memang
belum proporsional, namun dengan adanya penentuan prioritas berdasarkan nilai

strategis dan potensial dari objek, Inspektorat sudah berusaha semaksimal

mungkin untuk menjangkau seluruh objek pemeriksaan.
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Sedangkan berkaitan dengan peningkatan kualitas _personil yang
melakukan kegiatan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Bulungan telah berusaha
semaksimal mungkin dengan mengikutkan seluruh personil pemeriksa untuk
mengikuti diklat teknis fungsional maupun pelatihan-pelatihan lain berkaitan
dengan kegiatan pemeriksaan, misalnya bimtek pengelolaan keuangan daerah dan
audit keuangan daerah, bimtek audit pengadaan barang dan jasa, serta bimtek
review laporan keuangan daerah.

2. Dana/ Anggaran

Sebagai lembaga tcknis daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan di Kabupaten Bulungan, Inspektorat Kabupaten Bulungan dari tahun
ke tahun mendapatkan dukungan dana/ anggaran yang cukup memadai, dimana
sumber dana yang dikelola berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bulungan. Hal terscbut terbukti dari rencana dan realisasi
anggaran yang dikelola oleh Inspektorat seperti terlibat pada tabel 4.6.
Pemanfaatan anggaran juga telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari
Inspektorat.

Ketidakmampuan Inspektorat dalam menyerap seluruh anggaran tidak
menunjukkan bahwa Inspektorat tidak mampu mengelola anggaran dengan baik
karena dengan tidak terserapnya selumh anggaran justru menunjukkan bahwa
Inspektorat mampu melakukan penghematan anggaran dengan hasil yang optimal
tercapai 100%.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran di Inspektorat
Kabupaten Bulungan, dalam wawancara dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten

Bulungan pada tanggal 18 juli 2017 mengatakan bahwa :

T
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"Dukungan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui
APBD terhadap pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat cukup
memadai, dan Inspektorat dalam memanfaatkan anggaran yang dikelola
Jjuga sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Meskipun dalam 2
tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016 tidak seluruh anggaran dapat
terserap, itu tidak menunjukkan bahwa Inspektorat tidak mampu
mengelola anggaran dengan baik, namun justru Inspektorat mampu
melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi mutu dari hasil yang

diinginkan ..."

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang dimiliki oleh
Inspektorat, secara umum belu memadai, hal tersebut terbukti dengan
dilakukannya renovasi gedung Inspektorat, dan pengadaan laptop bagi para
Auditor.

Sedangkan berkaitan dengan kendaraan operasional yang dimiliki oleh
Inspektorat Kabupaten Bulungan masih kurang memadai, karena kendaraan yang
dimiliki terdiri dari : 8 kendaraan roda empat, dan 7 kendaraan roda dua. Padahal
mobilitas dari aparat pengawasan di Inspektorat sanpgat tinggi, karena aparat
pengawasan bekerja dalam suatu tim audit yang harus melaksanakan tugas
pemeriksaan ke seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bulungan. Namun
demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, Inspektorat Kabupaten Bulungan
telah berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan jumlah kendaraan operasional
yang ada.

Dari uraian-uraian tersebut di atas berdasarken ukuran kemampuan
menyesuaikan diri, maka Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki daya tanggap
yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan telah
dibuatnya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bulungan tahun

2015-2019. Disamping itu dilihat dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki,
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meskipun belum sepenuhnya optimal, Inspektorat Kabupaten Bulungan telah
berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik
sumber daya manusia, sumber daya keuangan/anggaran maupun sarana dan
prasarana yang ada.
3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang
atas peranan maupun pekerjaanya dalam organisasi yang mempunyai pengaruh
terhadap prestasi kerja pegawai. Dimana secara operasional, kepuasan kerja
dilihat dari sistem penilaian prestasi kerja pada Inspektorat Kabupaten Bulungan,
sistem pembagian insentif pegawai dan dasar hukum pemberian insentif, serta
lamanya penyelesaian tugas-tugas yang diserahkan kepada para pegawai
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan maupun
informan kunci, maka kepuasan kerja dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Sistemn penilaian prestasi kerja para pegawai di Inspektorat Kabupaten
Bulungan, secara formal masih menggunakan standar baku yang ditetapkan sesuai
ketentuan kepegawaian yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP). SKP dibuat setiap akhir tahun dan dipergunakan sebagai
persyaratan formal bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat. Sedangkan
bagi Pejabat Fungsional Auditor (PFA) untuk menduduki pangkat yang lebih
tinggi maupun jenjang karir yang lebih tinggi, selain secara formal mensyaratkan
dicantumkannya SKP, juga didasarkan pada pemenuhan perolehan angka kredit.
Dimana angka kredit bagi seorang PFA diperoleh melalui surat penugasan yang
diterima untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, melakukan kegiatan penunjang

pengawasan serta pengembangan profesi.
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Berkaitan dengan penilaian prestasi kerja pegawai di Inspektorat
Kabupaten Bulungan, salah seorang informan mengatakan pada wawancara
tanggal 18 juli 2017 bahwa :

"Bagi Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di Inspektorat Kabupaten
Bulungan, penilaian prestasi kerja masih dilakukan secara formal melalui
SKP yang dibuat setiap tahun. SKP tersebut dicantumkan sebagai syarat
formal bagi seorang PFA untuk kenaikan pangkat maupun untuk kenaikan
jenjang karir berikutnya. Disamping SKP, persyaratan lain bagi seorang
PFA untuk naik pangkat maupun jabatan adalah terpenuhinya perolehan
angka kredit untuk jejang kepangkatan dan jabatan selanjutnya, yang
standarnya ditetapkan oleh Pusbin JFA BPKP”,

Sedangkan informan lain dalam wawancara tanggal 18 juli 2017
mengatakan bahwa :

"Surat penugasan bagi seorang PFA sangat penting, karena melalui surat
tugas, seorang PFA dapat memperoleh angka kredit yang dipergunakan
sebagai syarat untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Selain
itu seorang PFA yang akan naik jabatan harus melalui ujian sertifikasi
penjenjangan. Namun demikian sebagai persyaratan formal lainnya adalah
dengan dicantumkannya penilaian kerja pegawai melalui SKP".

Dalam wawancara dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
tanggal 18 juli 2017, mengenai penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Bulungan, Inspektur Inspektorat mengatakan bahwa :

"Penilaian prestasi kerja pegawai masih didasarkan pada penilaian

konvensional melalui pembuatan SKP. Penilaian prestasi kerja pegawai

terutama bagi PFA secara khusus dan bejenjang belum dibakukan melalui
indikator-indikator lain. Meskipun SKP bersifat formalitas, namun
memang ketentuan penilaian kepegawaian masih tetap menggunakan SKP.

Penilaian prestasi ketja secara nyata belum ditetapkan melatui indikator-

indikator yang pasti dan baku."

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan informan maupun informan

kunci diketahui bahwa prestasi kerja pegawai di lingkungan Inspektorat

Kabupaten Bulungan masih dinilai secara formal melalui Sasaran Kinerja
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Pegawai (SKP). Karena hanya bersifat fonnalitas, penilaian prestasi kerja pegawai
di Inspektorat Kabupaten Bulungan belum menunjukkan keadaan yang nyata dari
prestasi masing-masing pegawai.

Ukuran selanjutnya yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat
kepuasan kerja pegawai di Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah dengan
mengamati sistem pembagian atau permberian insentif maupun imbalan terhadap
prestasi kerja pegawai. Dari hasil pengamatan dan wawancara, diketahui bahwa
para pegawai di Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak menerima imbalan
ataupun insentif secara khusus yang berkaitan dengan prestasi kerja namun
demikian, seluruh pegawai di Inspektorat menerima tambahan penghasilan di Iuar
gaji dengan dasar hukum berupa Keputusan Bupati Bulungan Nomor 156/K-1I/
060 tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran
2017. Hal ini diperkuat oleh pemyataan seorang informan kunci dalam
wawancara tanggal 18 juli 2017, yang mengatakan bahwa :

“Pegawai di Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak menerima imbalan

ataupun insentif berdasarkan prestasi kerja, namun setiap bulan seluruh

pegawai di lingkungan Inspektorat berhak menerima tambahan
penghasilan di lvar gaji, yang dasar hukum pemberian dan besarannya
ditetapkan oleh Bupati. Adapun besaran pemberian tambahan penghasilan

di luar gaji tersebut tidak sama untuk seluruh pegawai, namun diberikan

bejenjang sesuai dengan beban kerja serta tanggung jawab yang diemban

oleh masing-masing pegawai.

Mengenai perincian besaran pemberian tambahan penghasilan kepada
pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai Keputusan Bupati
nomor 156/ K-II/ 060 tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 4.11 berikut.
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Tabel 4.11
Rincian Besaran Tambahan Pengasilan Pegawai
Inspektorat Kabupaten Bulungan

No Uraian Jabatan Besaran (Rp)
1. | Inspektur 10.000.000,-
2. | Sekretaris 7.500.000,-
3. | Inspektur Pembantu 7.500.000,-
4. | Kepala Sub Bagian 4.500.000,-
5. | Auditor Muda 4.,500.000.-
6. | Auditor Pertama 3.500.000,-
7. | Staf Golongan II1 2.750.000,-
8. | Staf Golongan II 1.750.000,-
9 | Staf Golongan I 1.500.000,-

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Bulungan

Berkenaan dengan adanya pemberian tambahan penghasilan kepada
pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan, seorang informan
mengatakan :

“Tambahan penghasilan yang diterima oleh seluruh pegawat di Inspektorat

Kabupaten Bulungan cukup memadai, meskipun tambahan penghasilan

tersebut tidak dikaitkan dengan prestasi seorang pegawai, namun hal

tersebut dapat menjadikan para pegawai di Inspektorat cukup termotivasi
dalam melaksanakan pekerjaannya. Walaupun tambahan penghasilan
bukan satu-satunya alat untuk mendorong pegawai untuk lebih

berprestasi”. (wawancara tanggal 18 juli 2017).

Berkaitan dengan penyelesaian tugas oleh personil Inspektorat Kabupaten
Bulungan, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan merupakan
hasil kerja tim karena dalam kegiatan pemeriksaan personil di Inspektorat dibagi
ke dalam 4 tim pemeriksa, dimana masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 4
orang PFA dan staf pemeriksa. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, waktu
yang dibutuhkan oleh tim untuk menyelesaikan kegiatan pemeriksaan berkisar

antara 10-14 hari kerja, tergantung dari lamanya waktu yang ditentukan oleh
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puncak manajemen kepada tim. Setelah menyelesaikan kegiatan pemeriksaan, tim
menyusun Pokok Pokol_c Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang diserahkan kepada objek
pemeriksaan untuk mendapatkan komentar atas hail pemeriksaan. Setelah P2HP
dikembalikan kepada tim, kemudian tim menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan,
yang konsepnya harus sudah diserahkan kepada Inspektur Inspektorat pada saat
surat tugas berikutnya terbit. Namun seringkali tejadi tim tidak dapat menepati
waktu yang telah ditetapkan oleh Inspektur Inspektorat, hal ini yang menyebabkan
terjadinya keterlambatan penerbitan LHP.

Mengenai ketidaktepatan tim pemeriksa dalam menyelesaikan fugasnya,
salah seorang informan dalam wawancara tanggal 18 juli 2017. mengatakan

bahwa :

“Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, tim terdiri dari beberapa

- personil yang memiliki kemampuan yang bervariasi dan terbatas, hal ini
yang seringkali menyebabkan penyelesaian pekerjaan tertunda serta tidak
dapat tepat waktu. Disamping itu, tim tidak membuat langkah kerja yang
dituangkan dalam program kegja pemenksaan, sehingga seringkali
pemeriksaan yang dilakukan molor dar waktu yang telah ditetapkan,
demikian halnya dengan penyelesian P2HP maupun LHP."

Salah seorang informan lain dalam wawancara tanggal 18 juli 2017
berkenaan dengan ketidaktepatan tim dalam penyelesaian tugas yang dikaitkaﬁ
dengan tidak adanya insentif atas prestasi kerja pegawai mengatakan bahwa:

“Kketidaktepatan tim dalam menyelesaikan tugasnya sering disebabkan
karena keterbatasan kemampuan dari personil yang ada, disamping itu
juga karena kurangnya tanggungiawab dari personil yang bersangkutan,
Memang dengan tidak adanya insentif atas prestasi kerja pegawai bisa
menjadi sebab seorang pegawai kurang bertanggungjawab. Apalagi
dengan tidak adanya pembedaan pemberian tambahan penghasilan kepada
pegawai yang berprestasi, mau pintar mau bodoh, mau berprestasi atau
tidak semua pegawai menerima tambahan penghasilan setiap bulannya. Ini
yang menjadikan pegawai yang tidak memiliki rasa tanggungjawab
terhadap pekerjaannya bersifat masa bodoh."
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Berkenaan dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai, pemberian
insentif dan ketepatan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, salah
seorang informan kunci dalam wawancara tanggal 18 juli 2017 mengatakan

bahwa :

"Penilaian prestasi kerja pegawai di Inspektorat secara khusus dan
berjenjang belum dibakukan melalui indikator-indikator yang pasti, nyata
dan jujur. Insentif atau tambahano penghasilan juga diberikan kepada
semua pegawai, tidak ada pembedaan berdasarkan prestasi kerja. Ini
sebenarnya tidak fair, karena semua pegawai terutama PFA selain
memperoleh angka kredit melalui surat penugasan pemeriksaan, PFA juga
memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan. Apabila prestasi kerja
pegawai terutama PFA dinilai secara nyata, bagi PFA yang dinilai tidak
mampu melaksanakan tugas pemeriksaan, dia tidak perlu diberi surat
tugas, demikian pula dengan tambahan penghasilan tidak perlu diberikan
kepadanya. Namun karena hal tersebut belum diterapkan, maka ada PFA
yang akhirnya bertindak masa bodoh, tidak bertanggungjawab atas tugas-
tugas yang diberikan kepadanya, tidak mau maju dan belajar untuk maju.
Secara otomatis, hal tersebut berdampak pada penyelesaian tugas oleh tim
pemeriksa, ujung-ujungnya terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan dan penyelesaian LHP".

Ketika dikonfirmasikan mengenai hal tersebut di atas, Inspektur

Inspektorat Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa :

"Memang benar dengan belum dibakukannya sistem penilaian prestasi
kerja pegawai secara nyata dan jujur terutama bagi PFA serta adanya
pemberian tambahan penghasilan yang tidak didasarkan pada prestasi
seorang pegawai, dapat membawa dampak pada kurangnya tanggung
jawab pegawai terutamna PFA dalam menyelesaikan tugasnya. Pegawai di
Inspektorat menjadi terlena karena dengan keadaan biasa-biasa saja, tidak
berprestasi pun dapat angka kredit dan tambahan penghasilan. Tetapi
semua itu kembali pada niat awal untuk meningkatkan kesejahteraan
pegawai, maka semua pegawai diberikan tembahan penghasilan di luar
gaji setiap bulan. Sedangkan bagi PFA yang dinilai tidak mampu
melaksanakan kegiatan pemeriksaan tetap diberi surat tugas, ini memang
dilematis, di satu sisi apabila secara fair PFA dinilai prestasi kerjanya,
maka akan ada PFA yang tidak mendapatkan surat penugasan, namun di
sisi lain karena keterbatasan personil yang ada dengan jumlah objek
pemeriksaan yang sedemikian banyaknya, maka semua PFA akhimya
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan". (wawancara
tanggal 18 juli 2017)
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Berdasarkan uraian-uraian di atas kepuasan kerja pegawai di Inspektorat
Kabupaten Bulungan hingga yang dilihat dari sistem penilaian prestasi kerja,
pemberian insentif/ imbalan yang didasarkan pada prestasi kerja pegawai
dikaitkan dengan lamanya penyelesaian pekerjaan, maka kepuasan kerja pegawai
di Inspektorat sudah cukup. Hal tersebut terbukti dari belum adanya sistem
penilaian prestasi kerja secara nyata, berjenjang dan jujur dari masing-masing
atasan kepada bawahannya. Penilaian prestasi kerja pegawai masih bersifat
formalitas melalui penilaian berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Demikian halnya dengan sistem pemberian insentif/ imbalan atas dasar prestasi
kerja pegawai belum ada, meskipun semua pegawai di Inspektorat setiap bulan
menerima tambahan penghasilan di luar gaji, tetapi hal tersebut dilakukan bukan
berdasarkan prestasi kerja pegawai. Dengan belum adanya sistem penilaian
prestasi kerja dan pemberian imbalan/ insentif yang didasarkan pada prestasi kerja
pegawai membawa dampak pada penyelesaian tugas oleh pegawai di Inspektorat

terutama bagi PFA yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

F. Kendala Yang Dihadapi Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam

Mencapai Efektivitas Organisasi Dan Upaya Untuk Mengatasinya

Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  sebagai Lembaga  yang
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang
mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
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Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government), dengan
tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatknya kemakmuran
warga masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu:

Sumber Daya Manusia
a. Masih kurangnya bidang kompetensi Pendidikan sesuai dengan PKPT atau

Daftar Matert Pemeriksaan (DMP).

b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawas dengan objek
pemeriksaan,
c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan

Daerah dari instansi Pembina (Depdagri).

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan teknis pemeriksaan terhadap objek-objek
pemeriksaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Personil yang ada dalam
kelompok jabatan fungsional berjumlah 12 orang, yang masing-masing
melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Inspektur
Inspektorat. Pengelompokan kelompok jabatan fungsional didasarkan pada
jenjang jabatan dalam tim pemeriksa yang terdiri dari Pengendali teknis, Ketua
tim dan anggota tim. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional
dikelompokkan berdasarkan wilayah yang ada. Hal tersebut dapat terlihat dari
hasil wawancara dengan seorang informan kunci pada tanggal 18 juli 2017
sebagai berikut :

"Lingkup tugas pemeriksaan di Inspektorat itu banyak dan bervariasi,
sementara tim pemeriksa terbatas personilnya baik dari sisi kemampuan
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maupun keahlian yang dimiliki. Semua personil pemeriksa di Inspektorat
harus menguasai semua bidang dan dapat bertindak seperti bunglon karena
bisa mencolok sana sini dalam suatu penugasan. sebenamya ini sangat
berat, coba kalau di Inspektorat ada spesialisasi pekerjaan berdasarkan
keahlian, misalnya orang yang ahli di bidang keuangan hanya melakukan
pemeriksaan terhadap laporan keuangan, orang yang ahli melakukan
investigasi hanya melakukan audit investigasi, orang yang ahli dalam
bidang pengadaan barang dan jasa hanya melakukan audit pengadaan
barang dan jasa dan sebagainya.” (Wawancara tanggal 18 juli 2017).
Inspektorat kabupaten Bulungan telah melakukan berbagai upaya untuk
mengatasi kendala dan hambatan dalam mencapai efektivitas organisasi pengawas
antara lain:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui
kerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Utara dan BPK-RI.

2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Badan Kepegawaian
dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan untuk
fasilitasi Pendidikan dan latihan bagi Jabatan Fungsional Awuditor
(JFA) dan Pejabat Pengawasar Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Kalimantan
Utara untuk optitnalisasi:

a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RL

c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang
bersifat strategis.

d. Perumusan regulasi kebijakan sistem pengendalian internal.

e. Membangun sistem pengendalian intern.

4. Merumuskan rasio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan

kompetensi pendidikan dan daftar materi pengawasan (DMP).
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5. Mengikutsertakan bimbingan teknis teknologi informasi bagi

pemeriksa untuk pelaksanaan Sistem Informasi Pengawasan Daerah

(SIMWASDA).




43306.pdf

BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa sebagaimana termuat dalam bab
1V, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan di Inspektorat
Kabupaten Bulungan dari dimensi produktivitas, kemampuan menyesuaikan diri
dan kepuasan kerja. Dapat dikatakan 2 dimensi sudah cukup efektif yaitu dimensi
produktivitas dan kepuasan kerja, sedangkan dimensi kemampuan menyesuaikan

dirt sudah efektif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Produktivitas orgamisasi Inspektorat cukup memadai, dikarenakan masih
adanya keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan
penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Karena sesuai dengan
tujuan pengawasan yaitu untuk memberikan masukan kepada objek yang

diawasi ke arah perbaikan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

2. Kemampuan menyesuaikan diri, Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki

daya tanggap yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, hal tersebut
dibuktikan dengan telah dibuatnya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat
Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019. Disamping itu dilihat dar
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya
optimal, Inspektorat Kabupaten Bulungan telah berusaha semaksimal mungkin
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya mannsia, sumber

daya keuangan/ anggaran maupun sarana dan prasarana yang ada.

111
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3. Kepuasan kerja pegawai Inspektorat sudah cukup, hal tersebut terbukti dari
belum adanya sistem penilaian prestasi kerja secara nyata, berjenjang dan
jujur dari masing-masing atasan kepada bawahannya. Penilaian prestasi kerja
pegawai masih bersifat formalitas melalui penilaian berdasarkan Sasaran
Kinetja Pwgawai (SKP). Demikian halnya dengan sistem pemberian insentif/
limbalan atas dasar prestasi kerja pegawai, belum ada, meskipun semua
pegawai di Inspektorat setiap bulan menerima tambahan penghasilan di luar
gaji, tetapi hal tersebut dilakukan bukan berdasarkan prestasi kerja pegawai.
Dengan belum adanya system penilaian prestasi kerja dan pemberian imbalan/
finsentif yang didasarkan pada prestasi kerja pegawai membawa dampak pada
penyelesaian tugas oleh pegawai di Inspektorat terutama bagi PFA yang

melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat

Kabupaten Bulungan maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Praktis
a. Menerapkan sistem penilaian prestasi kerja secara nyata, terbuka dan jujur
melalui pembuatan standar dan indikator-indikator yang ditetapkan secara
pasti dan baku. Dengan demikian ada kepastian bagi pegawai untuk
memperlihatkan kinerja secara objektif,
b. Menerapkan sistem pemberian insentif atau tambahan penghasilan yang

didasarkan pada penilaian prestasi kerja pegawai dan sistem penerapan
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sanksi kepada pegawai yang lalai dan melakukan pelanggaran terhadap
pelaksanaan tugas.

c. Memanfaatkan standar pemeriksaan secara maksimal dan menetapkan
standar baku bagi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.

d. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya iklim yang dapat mendorong para
pegawai untuk lebih meningkatkan kreativitas dalam pelaksanaan tugas.

e. Melakukan intervensi kepada instansi yang berkaitan dengan urusan
kepegawaian untuk menambah jumlah personil di Inspektorat terutama
bagi PFA serta menetapkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan,
Disamping itu juga meningkatkan kemampuan teknis PFA melalui diklat-
diklat teknis pengawasan.

f. Menempatkan pegawai terutama PFA sesuai dengan spesialisasi pekerjaan
dan bidang keahliannya.

g. Meningkatkan jalinan komunikasi dua arah diantara pimpinan dan anggota
organisasi lainnya. Yang selama ini terkesan stagnan, monoton, tertutup,
sehingga setiap masalah yang dihadapi dapat diatasi secara bersama.

2. Teoritis

Kepada peneliti lain yang tertarik untuk meneliti Efektivitas Organisasi,
dapat menggunakan setode servqual untuk meneliti efektivitas Dinas Kesehatan,

Dinas Pendidikan, Rumah Sakit dan lain sebagainya.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan dimensi lain diluar
dimensi produktivitas, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan Kerja
terhadap efektivitas organisasi. Dengan menambahkan jumlah informan,

responden serta sampel sehingga hasil penelitian benar-benar dapat digeneralisasi.
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SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan;

Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 fentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9]} sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

v E N o

10.
11.
12,
13.

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

Petnerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintalh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalarm Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemnerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara,
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwaldlan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulungan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bulungan.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bulungan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
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14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana tekmis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. UPT Dinas, adalah unsur pelaksana telnmis Dinas yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

16. UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB I
ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

°opo g

™

5o

intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

fleksihilitas.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:

a
b.

o

A

memperhatikan kondisi daerah;
kebutuhan daerah;

beban kerja daerah;

tepat ukuran; dan

tepat fungsi.




(1)

(2)

(3}
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BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten
Bulungan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah;

e. Badan Daerah; dan

f. Kecamatan.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;

b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;

0

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B;

A

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas
Tipe C;

e. Satuan Polisi Pamong Praja. dan Pemadam Kebakaran merupakan Tipe
A;

f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe C;
g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;

h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A;

i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;

o

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;

—_
H

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;

. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;

BB

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe B;

e

Dinas Perindustrian, Perdagangan, KXoperasi, Usaha Kecil dan
Menengah merupakan Dinas Tipe B;

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan Dinas Tipe B;
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q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A;
r. Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan Dinas Tipe A;
s. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B; dan
t. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B.
(4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf e terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan
Badan Tipe A;

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A;

¢. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Badan Tipe A;
dan

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
merupakan Badan Tipe B.

{5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :

a. Kecamatan Peso merupakan Kecamatan Tipe A;

b. Kecamatan Peso Hilir merupakan Kecamatan Tipe A;

¢. Kecamatan Tanjung Palas merupakan Kecamatan Tipe A;

d. Kecamatan Tanjung Palas Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
e. Kecamatan Tanjung Palas Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
f. Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
g. Kecamatan Tanjung Selor merupakan Kecamatan Tipe A;

h. Kecamatan Tanjung Palas Tengah merupakan Kecamatan Tipe A;

-
4

Kecamatan Sekatak merupakan Kecamatan Tipe A; dan

Kecamatan Bunyu merupakan Kecamatan Tipe A.

|

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2
huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling banyak 4 (empat)
bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2] paling banyak 3 (tiga)
subbagian.
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Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua)
subbagian,

Paragraf 3
Inspektorat

Pasal 7

(1) Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢
terdiri atas 1 (satu} sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur
pembantu.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
subbagian.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 8

{1} Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu] sckretariat dan paling banyak 4
(empat) bidang.

{2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak
3 (tiga) subbagian,

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3
(tiga) seksi,

Pasal 9

(1) Dinas Dacrah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3
(tiga) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (duaj
subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3
{tiga) seksi.

Pasal 10

(1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2
(dua) bidang.
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(2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua)
subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri atas paling banyak 3
(tiga) seksi.

Pasal 11

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang
pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku
bagi dinas lain.

Paragraf 5
Badan Daerah

Pasal 12

{1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4
(empat) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3
(tiga) subbidang,

Pasal 13

! {1) Badan Daerah Kabupaten tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling
banyak 3 (tiga) bidang,

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua)
subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3
(tiga) subbidang.

Paragraf 6

Kecamatan
Pasal 14

(1) Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terditi
atas 1 (satu} Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas
2 (dua) subbagian.
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BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasat 15

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.

(4) Sckretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah;
¢. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah;

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 16

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mertupakan unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD.

{2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
sekretaris DPRD yang dalam melaksanalcan tugasnya  sccara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Seixetaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD
setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan dan  keuangan,



(5)

(1)

{2)
(3)
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mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD  dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] menyelenggarakan fungsi:

. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

a
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

o

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ; dan

A

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 17

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.

Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati dalamm membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Dacrah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Dinas Daerah

Pasal 18
Dinas Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dipimpin oleh kepala
dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membanty Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Pasal 19

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan unsur
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Dacrah dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
sekretaris Daerah.

Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
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d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 20

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dibentuk dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik
dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi dan tata kerja dan unit kerfa di bawahnya ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB YV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 22
(1) Pada Dihas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UGPT.

{2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

(3] UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan tekmis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 23

(1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdapat UPT Dinas
dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan
Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang
bekerja secara professional.

(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom
dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta
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meneiapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 24
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3
(tiga) staf ahli.

Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan.

Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.

Pasal 25

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Untuk membantu pelaksanaan tugas darn fungsi staf ahli Bupati, dapat
dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi
urusan umum/tata usaha.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan memberhentikan
kepala perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB VIII
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bulungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

12




43306.pdf

(2) Dalam hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain setelah peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
diundangkan, Kanter Kesatuan Bangsa dan Politik hanya melaksanakan
Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan bangsa dan Politik.

(3) Anggaran penyelenggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
diundangkan.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Badan Penangulangan
Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 2 Tahun 2012 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain
Kabupaten Bulungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
terbentuknya Perangkat Daerah baru sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah dr. Soemarno Sostroadmodjo tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur kelembagaan
yang ada saat ini, namun dipimpin oleh pejabat fungsional dokter atau
dokter gigi vang diberi tugas tambahan.

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT

yang baru.

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pejabat yang

metnangku jabatan berdasarkan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan,

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomeor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah
Daerah Kabupaten Bulungan;

€. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan;
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tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantik/dikukuhkan pejabat
baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan;

Pasal 2 ayat (1) Huruf a, huruf ¢ dan huruf d, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal
20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), ayat {3) dan ayat (5) dan Lampiran angka
romawi I, angka romawi III dan angka romawi IV Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan;

Peraturan Daecrah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Seckretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah
Daerah Kabupaten Bulungan; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Bupati yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah
Daerah Kabupaten Bulungan; dan
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e. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan;

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI BULUNGAN,

ttd
SUDJATI
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepaia Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Penata TK.l /lild
Nip.19701130 2002121004

NOREG FERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 7/2016;
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN RULUNGAN
UMUM

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan
mendasar sejak tahun 1999 dengan diberlakukan sistem Desentralisasi.
Hakekatnya, perubahan tata pemerintahan di Indonesia merupakan upaya
untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good
Governance)], dimana semua kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan
kepentingan masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh
pemerintah. Dalam konteks ini, akhirnya pemerintah dapat menyediakan
layanan masyarakat secara efisien, dan berkinerja secara lebih efektif

Fenomena desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang
dimanifestasikan dengan munculnya beberapa undang-undang yang
mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi
menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaiki
dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata
pada tahap implementasinya tidak sederhana.

Salah satu wujud implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tersebut
adalah dengan ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daecrah sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1)
Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakurtya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang perangkat daerah tersebut Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dituntfut untuk segera melakukan penatzan organisasi
perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah melalui sistem informasi pemetaan urusan
pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah yang
dikembang oleh Kementrian Dalam Negeri dan hasil validasi Tim pusat
serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta memperhatikan kondisi
eksisting SKPD, Kewenangan, Kebutuhan, Kemampuan serta Potensi
Daerah.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah selain untuk mendapatkan
kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (righ sizing) sebagaimana
dituangkan dalam Perpres nomor 80 tghun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, juga dimaksudkan sebagai wadah yang
menangani/mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang
telah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dalam kampanye
pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Wujudnya berupa
pembentukan kelembaaan baru, penggabungan atau penyempurnaan
nomenklatur. Penataan kelembagaan hendaknya juga diikuti kebijakan
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pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulungan
berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang telah validasi oleh
Tim Pusat dan Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 4 Badan, dan 10 Kecamatan dengan indikator
variabel umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan
jumlah APBD, dengan bobot 20% {dua puluh persen), serta variabel teknis
dengan bobot 80% (delapan puluh persen) berdasarkan pada beban kerja
tugas utama sectiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah
sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten
Bulungan memandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bulungan sebagai landasan yuridis pelaksanaan tugas dan fungsinya bagi
seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bulungan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar
terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan
kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah® adalah
unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi
perumusan  kebijakan, Lkoordinasi pemerintahan,
organisasi dan administrasi umum serta fungsi
pendukung lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Sekretariat DPRD” adalah unsur
staf pendukung DFRD.
Hurufc

Yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang
menjalankan fungsi pengawasan.
Huruf d
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Yang dimaksud dengan “Dinas Daerah” adalah unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Hurufe
Yang dimaksud dengan “Badan Daerah” adalah unsur
penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Huruf {
Yang dimaksud dengan “Kecamatan® adalah unsur yang
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Ayat (3)

Hurufa
Yang dimaksud dengan “Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan® adalah Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang
Kebudayaan;

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Dinas Kesehatan® adalah Dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kesehatan;

Hurufc

Yang dimaksud dengan “Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang® adalah Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintaban bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman” adalah Dinas yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Hurufe
Yang dimaksud dengan “Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran® adalah Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan sub
urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum dan sub urusan pemerintahan bidang
Kebakaran;

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Dinas Sosial” adalah Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

Huruf g
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Yang dimaksud dengan “Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja® adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga
Kerja;
Huruf h

Yang dimaksud dengan “Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana® adalah Dinas yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Huruf i
Yang dimaksud dengan “Dinas Ketahanan Pangan®
adalah Dinas yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang Pangan;

Hurufj
Yang dimaksud dengan “Dinas Lingkungan Hidup®
adalah Dinas yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

Huruf k
Yang dimaksud dengan “Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil’ adalah Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Administrasi
Kependudulan dan Pencatatan Sipil;

Hurufl
Yang dimaksud dengan “Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa” adalah Dinas yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Huruf m
Yang dimaksud dengan “Dinas Perhubungan® adalah
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perhubungan;

Huruf n
Yang dimaksud dengan “Dinas Komunikasi dan
Informatika” adalah Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan  bidang Komunikasi dan
Informatika dan bidang Persandian;

Huruf o
Yang dimaksud dengan  “Dinas  Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah”
adalah Dinas yang  menyelenggaraksn  urusan
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pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan,
dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Huruf p
Yang dimaksud dengan “Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu® adalah Dinas yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Penanaman Modal;

Huruf q
Yang dimaksud dengan “Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata” adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan
bidang Pariwisata;

Hurufr
Yang dimaksud dengan “Dinas Arsip dan Perpustakaan”
adalah Dinas yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang
Perpustakaan;

Huruf s
i Yang dimaksud dengan “Dinas Perikanan” adalah Dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kelautan dan Perikanan; dan

Huruf t
i Yang dimalsud dengan “Dinas Pertanian® adalah Dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanian.

Ayat (4)
Hurufa
Yang  dimaksud dengan “Badan  Perencanaan
i Pembangunan Daerah dan Litbang” adalah Badan yang
menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan
dibidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan
Pengembangan;
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah” adalah Badan yang menyelenggarakan
penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah’ adalah Badan yang menyeclenggarakan
penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan

Huruf d
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Yang dimaksud dengan “Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia® adalah Badan
yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan
bidang Kepegawaian, serta bidang Pendidikan dan
Pelatihan.

Ayat (4)
Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Culup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Culkup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
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Cukup jelas.
] Pasal 13
' Cukup jelas.
’ Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
! Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
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SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
‘ Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomeor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor

24).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.
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BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

4. Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

S. Bupati adalah Bupati Bulungan.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten
Bulungan.

7. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan
penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan.

8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak scorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

BABII
KEDUDUEAN

Pasal 2
(1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

{2} Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh secrang kepala Sub Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur Pembantu Wilayah.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
a. Inspektorat;
b. Sekretariat membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Evalusi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
Inspektur Pembantu Wilayah 1, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

o oa o

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
penyusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

moe o

Bagian Kedua
Selkretariat
Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} huruf b mempunyai
tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis
dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat

3
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yang meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program,
] pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umuin,
perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

| (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
' menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan serta
pelaksanaan kegiatan Inspektorat;

b. penyusunan perencanaan program, keuangan pengendalian serta evaluasi
dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;

¢. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum, perlengkapan,
rumah tangga dan administrasi kepegawaian Inspektorat;

d. penghimpun dan pengelola laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, tindak
lanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta
menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan;

e. penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan teknis
pengawasan /pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil
pemeriksaan serta penanganan audit investigasi pengaduan masyarakat;

f. penyusunan bshan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, penilaian
aparat administratif dan fungsional; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai denngan tugas
dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan
mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan,
mengelola urusan keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

\ (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{1) huruf b angka 2, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan
mempersiapkan administrasi evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan atau
pemeriksaan meliputi laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan
;Jmengevaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah serta melaksanakan tugas lain
J yang diberikan aleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya,

{3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan
kearsipan, melaksanakan inventarisasi barang dan kekayaan, rumah tangga,

: mengelola administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya serta
f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
| dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 7
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Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam
menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan  serta
melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan/desa di
wilayah 1.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur
Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah [;
penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah I;
c. pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah I;
d. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pemerintah desa;
reviu rencana kerja anggaran;
reviu laporan keuangan;

T @ oo

reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

evaluasi sistem pengendalian internal;

pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
pemeriksaan terpadu;

mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanan publik;

penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang pengawasan;

penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;

koordinasi program pengawasari;

pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

meneliti laporan hasil pemerikksaan yang disampaikan oleh aparat pengawas

atau pemeriksa  (Auditor/P2UPD), sesuai bidang tugasnya serta

menyarnpaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;

u. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor /P2UPD;
dan

v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan
fungsinya. ;

B -/ o
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Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 8
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Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam

menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan  serta

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurshan / desa di

wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur

Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah II;

b. penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah II;

c. pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasanf
pemeriksaan di wilayah II;

d. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan permerintahan daerah;

penyelenggaraan pemerintah desa;

reviu rencana kerja anggaran;

reviu laporan keuangan;

reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

evaluasi sistem pengendalian internal;

pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

pemeriksaan terpadu;

mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

B ORT MR e

. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanan publik;

penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang pengawasan;

penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;

koordinasi program pengawasan;

pemeriksaan hibah /bantuan sosial;

pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampailkan oleh aparat pengawas

atau pemeriksa (auditor/P2UPD], sesuai bidang tugasnya serta

menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;

u. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor dan
P2UPD; dan

v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan

fungsinya.

~®nawep

Bagian Kelitna
Inspektur Pembantu Wilayah IiI
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Pasal 9

Inspektur Pembantn Wilayah III scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam
menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan serta
melaksanakan pengawasan dan  pemeriksaan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan / desa di
wilayah III.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspeltur

Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah III;

b. penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah III;

c. pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah III;

d. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

penyelenggaraan pemerintah desa ;

reviu rencana kerja anggaran;

reviu laporan keuangan;

TR oo

reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

evaluasi sistem pengendalian internal;

pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
pemeriksaan terpadu;

mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

= I

. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanan publik;
penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang pengawasan;
penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
koordinasi program pengawasan;
pemeriksaan hibah /bantuan sosial;
pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
tugas pembantuan dan alokasi dana desa; R
meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat pengawas
atau pemeriksa (auditor/P2UPD], sesuai bidang tugasnya serta
menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;
u. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor dan
P2UPD; dan
v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan
fungsinya.

~@onom 0B

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV
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Pasal 10

(1) Inspektur Pembantun Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam
menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan serta
melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan / desa di
wilayah IV.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur
Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah IV;

b. penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah IV;
pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas pengawasan/
pemeriksaan di wilayah 1V;

d. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

penyelenggaraan pemerintah desa;

reviu rencana kerja anggaran;

reviu laporan keuangan;

reviu laporan kinerja instansi kinerja pemnerintah;

5o e

Jis
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evaluasi sistem pengendalian internal;
pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

e
]

k. pemeriksaan terpadu;
l. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

m. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean
goverment dan pelayanan publik;

penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang pengawasan;

penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;

koordinasi program pengawasan;

pemeriksaan hibah /bantuan sosial;

pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat pengawas

atau pemeriksa (auditor/P2UPD}, sesuai bidang tugasnya serta

menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui Sekeretariat;

u. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor dan
P2UPD; dan

v, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan

fungsinya.

~ oo oo

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 11

{1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f dibentuk untuk melaksanakan fungsi
pengawasan /pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya;

(2] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(3) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Urain tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
sebagai berikut:
a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. melaksanakan Reviuw Rencana Kerja Anggaran;
melaksanakan Reviu Laporan Keuangan,
melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
melaksanakan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
melaksanakan pemeriksaan terpadu;
mengawal pelaksanaan refermasi birokrasi;

melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governarce,
clean government dan pelayanan public;

melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
melaksanakan penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan,;
melaksanakan koordinasi program pengawasan;

. melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan social; dan

melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi Tugas Pembantuan dan
Alokasi Dana Desa;

PRt o mpEe e ap
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BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan pejabat
fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

BAB V1
ESELONERING
Pasal 14
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Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan
tinggi pratama;

Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah merupakan Jabatan Struktural
Eselon [Ila atau jabatan administrator;

Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan
pengawas;

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit
organisasi dilingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifilkasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing,

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilinglkungan
Inspektorat dari bawahannya wajib diclah dan dipergunakan schagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan
dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 16

Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Sekretaris secara struktural dapat
melaksanakan tugas Inspektur atau Pgjabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar
Urut Kepangkatan

BAB VIII
PEMBIAYAAN
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Pasal 17
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungarn.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd

SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Penata TK.!/ Tlid
Nip.19701130 2002121004
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